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BUPATI BANYUMAS 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS I 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae_rah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 o 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi oaera h (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PerolehaTn ~ak ::; 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndon~s,a a un . 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelen9garaan Negara 
5. Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepot,sme (Lembaran 

yang 9 N 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 199 omor ' 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumaa Nomor 4 
Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Namer 28 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumaa Tahun 
Anggaran 201 O (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 
Nomor 4 Seri A); 

MEMUTUSKAN: 

netapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 
ANGGARAN 2010. 

Pasal 1 

ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas: 

Pendapatan : 

a. PendapRtan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 1 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

2. Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Hibah 

3) Belanja Bantuan Sosial 

4) Belanja Bantuan Keuangan 

5) Belanja Tidak Terduga 

a. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

3. Pembiayaan: 

Jumlah Belanja 

Defisit 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

65.364.092.826,00 

849.504.847.512,00 

145.256.230.294,00 

R 751.663.546.941, 00 p. 

R 56.622.900.000,00 . p. 
R 35.729.465.000,00 p. 
R 44.762.261.944,00 p. 

Rp. 1.060.125.170.632,00 

R 1.500.000.000,00 
~p_. ------ Rp. 890.278.173.885,00 

R 39.534.422.350,00 p. 
R 112.527.383.345,00 p. 
R 77 :956.589.078,00 

~P~-______ Rp. 230.018.394.773,00 

Rp. 1.120.296.568.658,00 

Rp. 60.171 .398.026,"00 

86.051.398.026,00 Rp. 
a. Penerimaan ZS.880.000.000,00 

R1~P~-__:=.:...::.---- R b. Pengeluaran - P· 60.171.398.026,00 
0,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 

n tahun berkenan Sisa Lebih pembiayaan anggara 
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2005 tentang Perubahan Ata p ratu P 
2004 t nt ng K dudukan Protokoler da~aKn emerlntah Nomor 24 Tahun 
D euangen Plmplna d 

w n p rw kllan Rakyat Daereh (Lemberan Ne a n . en Anggota 
T hun 2005 Nomor 94, Tambahen Lembaran Neg ra Repubhk Indonesia 
Nomor 4540); gera Republlk Indonesia 

17. Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 t 
Keuengan Badan Layanan Umum (Lembaran Negar:n~:np~bl~enl gdelola~n 
Tahun 2005 No 48 T b h n onesia mor ' am a an Lembaran Negara Republlk I d . 
Nomor 4502); n ones,a 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang St d Ak . 
p · t h (L an ar untans, 

emenn a an embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ' 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndones~a 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent~ng Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta~un 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); Nomor 6 Tahun 2009 Tentang 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyoumash (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pedoman Pengelolaan Keuangan aera 
Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t 
(Lembaran Negara Republlk lndoneala Tahun ~~~ng Keuangan Negara 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286~· Nomor 47, Tambahan 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang p' b 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200: i:::~a~aan Negara 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); , Tambahan 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembe t k P 
Perund d n u an eraturan 

ang-un angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)· 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelol ' 

dan Ta~ggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu:i~ 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
13. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo·r 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593}; . 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 N~mor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138), 

P 
. t h Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

15 Peraturan emenn a 119 
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 N~mor , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139), 
. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

16. Peraturan Pemenntah Nom~r inan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Protokoler dan Keuangan Pimp R bl'k Indonesia Tahun 2004 Nomor 

D 
h (Lembaran Negara epu 1 416) 

Rakyat aera Re ublik Indonesia Nomor 4 
90, Tambahan Lem_baran Negar~ ratiran Pemerintah Nomor 37 Tahun 
sebagaimana teiah d1ubah dengan e 

2 



Posal 2 

san Penjabaran APBD sebagolmana dlmoksud d tom Paaol 1 t ran Bupati lni. ercantum dalam Lamplran I 

Pasal 3 

baran APBD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 dlrlncl leblh lanjut dalam L · . 11 
ran Bupatl lnl. amp,ran 

Pasal 4 

iran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan baglan yang tidak 
sahkan dari Peraturan Bupati ini. " 

Pasal 5 

aksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih laniut dalam 
umen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesual dengan ketentuan 

undang-undangan. 

Pasal 6 

raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

nempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal l 4 JAN 2010 


